BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar
unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan
yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan
maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Paser
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran. Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4760);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor -30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan
Nama lIbukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari
Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5392);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015;

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Nomor 3) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014
Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan
BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah
Rp. 2.435.295.053.614,00 bertambah sejumlah Rp. 246.514.865.337,41 sehingga
menjadi Rp. 2.681.809.918.951,41 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp 2.285.295.053.614,00

2. Bertambah Rp. 73.585.684.866,22

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.358.880.738.480,22
b. Belanja

1. Semula Rp 2.435.295.053.614,00

2. Tambah Rp. 246.514.865.337.41

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.681.809.918.951,41

c. Pembiayaan
1. Penerimaan

a) Semula Rp. 150.000.000.000,00

b) Bertambah Rp. 179.309.180.471,19
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 329.309.180.471,19
2. Pengeluaran

a) Semula Rp 0,00

b) Bertambah Rp. 6.380.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 6.380.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan  Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp 89.730.712.442,00
2. Berkurang Rp. (3.107.812.341,78)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 86.622.900.100,22

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp 1.662.180.087.000,00

2. Berkurang Rp. (41.732.441.745,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 1.620.447.645.255,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula Rp 533.384.254.172,00

2. Bertambah Rp. 118.425.938.953,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah-
Setelah perubahan Rp. 651.810.193.125,00



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

3

(4)

dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah

1. Semula Rp 25.216.000.000,00

2. Berkurang Rp. (3.165.000.000,00)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 22.051.000.000,00
b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp 7.525.703.000,00

2. Bertambah Rp. 934.622.800,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 8.460.325.800,00

c. Hasil pengelolaan kekayaaan yang dipisahkan

1. Semula Rp. 7.500.000.000,00
2. Berkurang Rp. (1.119.397.210,90)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan-
setelah perubahan Rp. 6.380.602.789,10
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp 49.489.009.442,00
2. Bertambah Rp. 241.962.069,12
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah -
setelah perubahan Rp. 49.730.971.511,12

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula Rp 1.393.882.301.000,00

2. Berkurang Rp (43.661.141.745,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak Rp. 1.350.221.159.255,00
b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp 260.435.716.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 260.435.716.000,00
c. Dana alokasi khusus

1. Semula Rp 7.862.070.000,00

2. Bertambah Rp. 1.928.700.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 9.790.770.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah
1. Semula Rp 251.309.956.000,00
2. Bertambah Rp. 66.136.599.125,00

Jumlah pendapatan bagi hasil pajak setelah
perubahan Rp. 317.446.555.125,00




(1)

(2)

b. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula Rp 126.481.798.172,00
2. Bertambah Rp 10.019.339.828.00
Jumlah dana penyesuaian setelah
perubahan Rp. 136.501.138.000,00
c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
1. Semula Rp 155.592.500.000,00
2. Berkurang Rp. 42.270.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 197.862.500.000,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall huruf b, terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp 1.094.567.222.738,06
2. Bertambah Rp. 133.472.822.786,75
Jumlah belanja tidak langsung setelah
perubahan Rp. 1.228.040.045.524,81
b. Belanja Langsung
1. Semula Rp 1.340.727.830.875,94
2. Bertambah Rp. 113.042.042.550,66
Jumlah belanja langsung setelah
perubahan Rp. 1.453.769.873.426,60

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp. 762.636.966.349,98

2. Bertambah Rp. 73.104.848.204,75
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 835.741.814.554,73
b. Belanja Bunga

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

c. Belanja subsidi

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0.00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00

d. Belanja hibah
1. Semula Rp 88.265.552.868,08
2. Bertambah Rp 34.601.916.575,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 122.867.469.443,08




(3)

(1)

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp 27.500.000.000,00

2. Bertambah Rp 0,00
Jumlah bantuan sosial setelah perubahan Rp. 27.500.000.000,00
f. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

g. Belanja bantuan keuangan kepada kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula Rp 215.164.703.520,00
2. Bertambah Rp 25.766.058.007,00
Jumlah bantuan keuangan Kabupaten setelah
perubahan Rp. 240.930.761.527,00
h. Belanja tidak terduga
1. Semula Rp 1.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah
perubahan Rp. 1.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis belanja;
a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 119.412.096.201,00

2. Berkurang Rp 36.885.107.034,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 156.297.203.235,00
b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp 289.300.986.008,58

2. Bertambah Rp. 74.444.016.835,62
Jumlah barang dan jasa setelah perubahan Rp. 363.745.002.844,20
c. Belanja modal

1. Semula Rp 932.014.748.666,36

2. Bertambah Rp. 1.712.918.681,04
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 933.727.667.347,40

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
a. Penerimaan

1. Semula Rp 150.000.000.000,00

2. Berkurang Rp. 179.309.180.471,19

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 329.309.180.471,19




(2)

(3)

b. Pengeluaran

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp. 6.380.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 6.380.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula Rp 150.000.000.000,00
2. Berkurang Rp. 179.216.472.136,59
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya-
setelah perubahan Rp.329.216.472.136,59
b. Pencairan dana cadangan sejumlah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp. 0.00
Jumlah dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah -
setelah perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
1. Semula Rp 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp. 92.708.334,60
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman-
setelah perubahan Rp. 92.708.334,60
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah
perubahan Rp. 0,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula Rp. 0,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah
Perubahan Rp. 0,00



b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 6.380.000.000,00
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan Rp. 6.380.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Pembayaran pokok utang setelah perubahan
sejumlah Rp. 0,00
d. Pemberian pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pemberian pinjaman Daerah setelah
perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

Lampiran |

Lampiran 11

Lampiran 11

Lampiran 1V

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
jabatan;

Daftar Piutang;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Oktober 2015

Pj. BUPATI PASER,
ttd
IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
HELMY LATHYF
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Pembina
Nip. 19680816 199803 1 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN TIMUR :
10/2015



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015



